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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi hak-hak sipil dan kebutuhan dasar setiap warga negara atas penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administrasi. Berdasarkan Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 UU no. 25/2009, yang dimaksud pelayanan publik merupakan kegiatan atau ragkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pelayanan publik menurut Sadu Wasistiono (2001:51-52) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat Pelayanan publik  sebagai suatu tolok ukur kemampuan pemerintah  yang paling  kasat mata. Masyarakat mampu langsung memperhitungkan kemampuan pemerintah berdasarkan kualitas  layanan publik  yang didapat sebab kualitas  layanan publik sebagai keperluan banyak orang dan  dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari seluruh kalangan.
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Menurut Saefullah (2008:28), upaya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik perlu ada upaya untuk memahami sikap dan perubahan kepentingan publik sendiri. Perubahan kehidupan yang begitu cepat mempunyai pengaruh yang cepat pula terhadap perubahan sikap dan perilu masyarakat secara umum. Untuk menilai pelayanan publik, terdapat sejumlah Dimensi dalam melihat suatu pelayanan publik yang berkualitas. Levine dalam Dwiyanto (2008:143) menyajikan tiga Dimensi untuk menilai produk pelayanan publik. Adapun ketiga dimensi, sebagai berikut Dimensi Responsifitas, Dimensi Responsibilitas, Dimensi Akuntabilitas.
Keberhasilan upaya mengembangkan pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan meningkatkan persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Namun, pelayanan publik menjadi sorotan kinerja pemerintah sejak lama. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa sehingga dapat merusak persepsi publik terhadap aparatur pemerintah. Karena itu masyarakat memiliki hak untuk mengungkapkan ketidakpuasannya atas apa yang mereka rasa dan dapatkan setelah mereka menerima pelayanan yang buruk atau kurang baik dari penyelenggaraan pelayanan itu sendiri.
Menurut Hiasinta Sabeni, Emei Dwinanarhati Setiamandani dalam penelitiannya yang berjudul  “Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” menjeaskan bahwa Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah melalui segala fasilitas yang
dimiliki harus memberikan rasa kepuasan terhadap masyarakat, karena itu melalui pengaduan masyarakat baik secara langsung akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik oleh pemerintah. 
Pengaduan masyarakat merupakan elemen penting dalam setiap intansi yang melakukan penyelenggara pelayan publik, karena pengaduan masyarakat bertujuan untuk memperbaiki dari kekurangan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Seperti yang dikemukakan oleh Tjiptono (2009) manajemen pengaduan (komplain) merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memonitor sikap dan kepuasan para pelanggan, penyalur, dan partisipan lain dalam sistem pemasaran sehingga ketika terjadi permasalahan, manajemen dapat mengambil langkah yang lebih cepat untuk menyelesaikannya. Di Dinas Sosial Kota Cirebon sendiri sudah menyediakan pengaduan masyarakat, tujuan disediakannya pengaduan masyarakat ini untuk menampung aspirasi dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat yang menyangkut data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, di bawah koordinasi Dinas Sosial tingkat Kota Cirebon. 
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Setiap Negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan layanan terhadap kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia  untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (welfare society)
Kebijakan pemerintah adalah menanggung biaya pengobatan bagi mereka yang tidak mampu dan tidak mampu mengakses perawatan gratis. Artinya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas sekitar memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada keluarga berpenghasilan rendah dan kurang mampu yang terdaftar dalam statistik Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pasal 1 Angka (4), menyebutkan bahwa: “Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan”
Menurut Syarif Hidayatullah (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Masyarakat Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin” menjelaskan bahwa Komitmen dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pengenalan media penanganan pengaduan masih sangat rendah,
mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui keberadaan media
pengaduan yang ada. Sedangkan menurut Hiasinta Sabeni, Emei Dwinanarhati Setiamandani dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” menjelaskan bahwa yang menjadi penghambat pengaduan masyarakat yaitu lambatnya respon dari petugas dalam menanggapi setiap keluhan masyarakat yang disampaikan masyarakat pada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Malang masyarakat sebagi penerima pelayanan atau dalam memberikan pengaduan ataupun keluhan dan tidak semua masyarakat bisa menggunakan alat teknologi dan masih kurangnya kesadaran masyarakat memanfaatkan fasilitas melalui sarana tersebut serta sarana melaui wabsite karena di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sendiri belum meliki wabsite resmi.
Permasalahan pengaduan pelayanan publik juga terjadi di Dinas Sosial Kota Cirebon, diantaranya terdapat keluhan-keluhan dari masyarakat perihal pendataan penerima bantuan iuran, pada tahun 2022 Dinas Sosial menerima kurang lebih sebanyak 200 pengaduan masyarakat, diantaranya yaitu terdapat pengaduan penerima bantuan iuran yang seharusnya masyarakat mendapat bantuan karena sudah masuk daftar penerima bansos tetapi masyarakat tidak mendapatkan bantuan tersebut. Karena banyaknya keluhan tersebut, maka dari itu Dinsos Kota Cirebon menyediakan pelayanan pengaduan masyarakat agar bisa ditanggapi dengan cepat dan bisa menyelesaikan apa yang harus diperbaiki. Di Dinas Sosial Kota Cirebon sendiri masih perlu diteliti bagaimana sistem pelayanan pengaduan tersebut, maka dari itu penulis memilih judul penelitian ”Kualitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Penerima Bantuan Iuran di Dinas Sosial Kota Cirebon”



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka dapat diidentifikaskan permasalahan. Adapun permasalaan yang muncul antara lain sebagai berikut:
1. Bagaimana kualitas pelayanan pengaduan masyarakat penerima bantuan iuran di dinas sosial kota Cirebon?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kualitas pelayanan pengaduan masyarakat penerima bantuan iuran di dinas sosial kota Cirebon?
3. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Cirebon dalam menangani permasalahan yang ada?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan pelayanan publik adalah memenuhi setiap kebutuhan warga
pengguna layanan dengan baik agar dapat memperoleh pelayanan yang
diinginkan, memuaskan serta dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap masyarakat. Karena itu, penyedia layanan harus mampu mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan pengguna layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelayanan pengaduan masyarakat penerima bantuan iuran di dinas sosial kota Cirebon
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelayanan pengaduan masyarakat penerima bantuan iuran di dinas sosial kota Cirebon
3. Untuk  mengetahui upaya Dinas Sosial Kota Cirebon dalam menangani permasalahan yang ada.
1.3.2 Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah seagai berikut :
1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.
2. Kegunaan Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan jadi bahan acuan, pertimbangan dan evaluasi Dinas Sosial dalam pelaksanaan pelayanan publik



